
Kedelai merupakan tanaman pa -
ngan kedua setelah padi (se con -
dary crop) sebagai salah satu

sumber protein nabati dengan kan -
dungan proteinnya sebesar 35-38 per -
sen mendekati protein susu sapi (De -
par temen Kesehatan, 2001). Kondisi
tersebut menjadikan komoditas kedelai
memiliki tingkat permintaan yang terus
meningkat seiring dengan pertumbuhan
penduduk, pendapatan, serta pe nge -
tahuan kesehatan masyarakat (Amang,
1996). Peningkatan jumlah permintaan
terhadap kedelai disebabkan pe ning -
katan permintaan baik untuk pe me -
nuhan kebutuhan protein nabati bagi
kon sumsi pangan masyarakat, bagi ke -
butuhan bahan baku olahan, maupun
bagi bahan pakan ternak.

Berdasarkan data dari BPS, pro duk -
si kedelai dalam negeri hanya mampu
mencapai 851.286 ton kedelai pada
2011. Sedangkan pada tahun yang sama,
kebutuhan kedelai jauh lebih besar dari
nilai tersebut, yaitu 2.931,3 ribu ton.
Perbedaan antara jumlah permintaan
dan penawaran kedelai dalam negeri
mengakibatkan impor kedelai sebesar
2.080 ribu ton kedelai. Begitu juga pada
2012, kebutuhan kedelai Indonesia men -
capai 2,4 juta ton. Pemenuhan ke bu -
tuhan kedelai Indonesia dilakukan se -
cara impor sekitar 70 persen (1,25 juta
ton) dari total kebutuhan yang ada,
sedangkan sisanya sekitar 30 persen
melalui produksi dalam negeri (779.800
ton).  Fenomena ini menunjukkan bahwa
tingkat ketergantungan Indonesia ter -
hadap kedelai impor sangat tinggi.

Salah satu masalah yang dihadapi
oleh petani kedelai di Indonesia adalah
minimnya akses pembiayaan. Sebagai

unsur yang sangat penting dalam usaha,
ketiadaan modal menyebabkan usaha
tani kedelai di Indonesia menjadi ter -
batas ruang geraknya. Upaya pe ning -
katan teknologi juga akan membuat
kebutuhan dan pengerahan modal lebih
intensif, terutama untuk pengadaan
sarana produksi. Sementara sebagian
besar pelaku usaha pada sektor pe r -
tanian, termasuk petani kedelai, di Indo -
nesia merupakan petani kecil yang tidak
sanggup membiayai kegiatan usaha tani
yang padat modal dengan dana sendiri.

Mengingat begitu pentingnya peran
pembiayaan untuk sektor pertanian,
pemerintah telah melakukan berbagai
upaya dalam bentuk kebijakan, yakni
pembiayaan dijadikan komponen pen -
ting dalam pengembangan per tanian.
Dua hal penting dalam kebijakan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Per ta -
nian terkait dengan pembiayaan ada -
lah: (1) kebijakan pembiayaan pem -
bangunan pertanian yang mem prio -
ritaskan ang garan sektor pertanian dan
pen du kungnya dan (2) kebijakan pem -
biayaan pertanian yang mudah diakses
masya rakat (Kemtan, 2005). Kedua ke -
bijakan tersebut selanjutnya diter -
jemahkan da lam bentuk program atau
proyek, seperti: Kredit Usaha Tani
(KUT), Proyek Peningkatan Pendapatan
Petani-Ne layan Kecil (P4K), Kredit
Ketahanan Pangan (KKP), Dana Pe -
nguatan Modal-Lembaga Usaha Eko -
nomi Perdesaan (DPM-LUEP), dan
Ban tuan Langsung Masyarakat (BLM).
Adapun beberapa program yang sam -
pai sekarang masih berlangsung ada -
lah (1) kredit program (KKPE, KPEN-
RP, KUPS, KUR) dan (2) bantuan sosial
(PUAP, LM3, SMD).

Namun demikian, penyerapan kredit
program oleh sektor pertanian masih
sangat kecil, pada 2010 (sampai dengan
September) jumlah kredit sektor
pertanian sebesar Rp 87,63 triliun atau
sekitar lima persen dari total kredit yang
diberikan bank umum (sekitar Rp. 1.750
triliun).  Dari jumlah tersebut hanya Rp
20,13 triliun atau 2,2 persen yang di -
peruntukkan bagi sektor pertanian skala
mikro, kecil dan menengah (MKM) dari
total kredit MKM yang disalurkan bank
umum dan BPR (Bank Indonesia, 2010).
Hal ini menunjukkan bahwa sektor
pertanian sangat sulit untuk mengakses
pembiayaan yang berasal dari per  bank -
an, terutama sektor pertanian skala
MKM.

Pembiayaan syariah untuk sektor
pertanian memiliki potensi yang sangat
besar, mengingat cakupan sektor per -
tanian yang luas baik dari jenis usaha
maupun komoditas. Sebagai sebuah sis -
tem agribisnis, pada subsistem kegiatan
usaha pertanian masing-masing, baik
di tingkat hulu, budi daya, maupun hilir
prospektif untuk mendapat dukungan
pembiayaan dari lembaga pembiayaan
syariah. Sektor pertanian juga memiliki
keragaman jenis komoditas yang dapat
dipilah menjadi subsektor tanaman pa -
ngan, hortikultura, perkebunan, pe ter -
nakan/perikanan sehingga lembaga
pembiayaan syariah memiliki banyak
pilihan alternatif untuk membiayai
sektor pertanian. Di samping itu dari sisi
lembaga pembiayaan syariah, dengan
banyaknya jenis produk/skim pem biaya -
an yang ditawarkan, memungkinkan
dilakukan pembiayaan yang disesuaikan
dengan karakteristik usaha.

Lembaga pembiayaan syariah dapat

berperan untuk membiayai salah satu
subsistem agribisnis maupun ke se -
luruhan proses usaha agribisnis (hulu-
hilir). Hal ini sangat tergantung dari
kondisi finansial lembaga pembiayaan,
pengalaman dalam pembiayaan, pe -
luang usaha, tingkat provitabilitas usa -
ha, trust yang terbangun, serta aspek
lainnya.

Untuk lebih menjamin rasa keadilan
bagi pelaku bisnis pertanian, diperlukan
sebuah model pembiayaan alternatif
yang sesuai dengan karakteristik usaha
di sektor pertanian. Salah satu model
yang ditawarkan untuk menjadi solusi
mengatasi permasalahan modal di
sektor pertanian, yakni skim pem biaya -
an syariah yang mengedepankan prinsip
profit-loss sharing (bagi hasil) sebagai
salah satu sifat produknya. Pemilihan
skim pembiayaan syariah ini juga de -
ngan mempertimbangkan faktor demo -
grafis, mengingat sebagian besar petani
di Indonesia beragama Islam dan bunga
bank masih dipermasalahkan karena
riba. 

Beberapa tahapan mulai dari hulu,
seperti penyediaan input pertanian
sangat memungkinkan untuk meng -
gunakan beberapa akad syariah yang
ada, misalnya murabahah, istishna,
ijarah al untahiyah bi al tamlik, dan lain -
nya. Sedangkan dalam proses budi daya
yang mencangkup penyediaan obat
untuk tanaman, bisa menggunakan
akad murabahah, istishna, maupun sa -
lam. Lalu untuk tahapan terakhir dari
budi daya kedelai ini (pascapanen dan
aspek marketing) bisa mengadopsi akad
murabahah, salam, istishna, atau
ijaraah al muntahiyah bi al tamlik.
Wallahu a’lam bi ash-shawab. ■

T
erciptanya pemerataan
pendapatan menjadi
ha  rapan bagi setiap ne -
gara. Sebagian besar
ne gara di dunia yang di -
cirikan sebagai ne gara

terbelakang dan berkembang diha -
dapkan pada masalah ketimpangan
pendapatan yang cukup akut. Data
dari CIA (Central Intelligence Agen -
cy) The World Fact Book tentang be -
saran Indeks Gini (IG) sebagai ukuran
tingkat ketimpangan pendapatan
menunjukan bahwa negara-negara
terbelakang dan berkembang memi-
liki angka IG yang jauh lebih tinggi
dari negara-negara maju, yaitu me -
rentang dari 0,44-0,49; 0,50-0,54;
0,55-0,59, bahkan ada yang di atas 0,6
(CIA, 2009). Semakin mendekati nilai
1, menunjukkan semakin timpang
distribusi pendapatan.

Telah muncul berbagai pemikiran
yang mendorong lahirnya kebijakan
mengurangi timpangnya pendapatan
di masyarakat. Menurut Todaro
(2006), ketimpangan tampaknya me -
rupakan bagian yang stabil dari per-
wajahan sosioekonomi suatu negara,
hanya bisa berubah secara signifikan
jika terdapat shock yang substansial,
seperti kasus Asia Timur, yakni
Jepang takluk oleh AS, pengambilal-
ihan Taiwan oleh kaum nasionalis,
hengkangnya Jepang dari Korsel, dan
reformasi pertanahan. 

Di balik argumen Todaro terkan-
dung sebuah tantangan keilmuan.
Para ekonom harus terus menggali
konsep untuk merumuskan kebijakan
perbaikan distribusi pendapatan tan -
pa harus menunggu terjadinya shock
yang substansial. Ajaran Islam me -
nyim pan informasi besar untuk ter-
galinya konsep dalam mengkreasikan
intervensi kebijakan. Islam membe -
rikan spektrum yang komprehensif
dalam mengarahkan perilaku manu -
sia baik secara individu maupun
sebagai makhluk sosial, terutama da -
lam menjalankan transaksi ekonomi
antarpelaku ekonomi. 

Temuan Chalil (2009) menginfor-
masikan bahwa dalam ajaran Islam
dikenal dua macam sistem distribusi
pendapatan utama, yakni secara ko -
mersil  mengikuti mekanisme pasar
dan nonmekanisme pasar yang ber -
tumpu pada aspek keadilan sosial
ma syarakat. Versi mekanisme pasar
mencakup gaji atau upah, sewa tanah
dan profit, sedangkan nonmekanisme
pasar, yakni zakat, infak, dan se -
dekah. 

Dalam beberapa literatur eko -
nomi pembangunan, versi mekanisme
pasar dikenal dengan istilah distri -
busi pendapatan fungsional. Me nurut
pemikiran ini, ketimpangan pen da -
patan yang terjadi di negara berkem-
bang disebabkan peningkatan pangsa

pendapatan pemilik modal, yang
berarti penurunan pangsa pendap-
atan tenaga kerja (Hayami, 2001).
Karenanya, salah satu bidang inter-
vensi untuk mengurangi ketimpangan
pendapatan adalah mengubah dis-
tribusi fungsional melalui penataan
harga-harga relatif faktor produksi
dan atau penghilangan distorsi harga
faktor-faktor produksi (Todaro, 2006).

Mengacu pada pemahaman pus -
taka tersebut, kami menangkap pe -
luang untuk merumuskan teori yang
dapat menjelaskan distribusi penda-
patan fungsional dengan menginter-
nalisasikan ajaran Islam dalam bisnis.
Penjelasan teori distribusi penda -
patan kami mulai dengan memba -
ngun model mikroekonomi mudha -
rabah, sedemikian hingga dapat men-
jelaskan pembagian pendapatan pada
tiga pihak : shahibul maal, mudharib
dan tenaga kerja. 

Teori harga faktor produksi
Faktor produksi mencakup tenaga

kerja, modal, lahan atau bangunan,
entrepreneur. Secara berurutan harga
untuk keempat jenis faktor produksi
ter sebut, yakni upah, suku bunga, se -
wa, dan profit. Islam memiliki ke khas -
an pandangan terkait penetapan harga
faktor. Dalam konteks penentuan
harga faktor, di antaranya upah, Islam
menawarkan dua alternatif dalam
membangun hubungan antara employ-
er dan employee, yakni pem ber ian
upah (ujroh) dan skim bagi ha sil mud-
harabah. Berdasarkan hasil penelusur -
an terhadap sejumlah kitab fikih, upah
dan sewa termasuk akad ijarah. 

Berdasarkan hasil survei literatur,
kemudian dengan mempertimbang -
kan keterkaitannya dengan isu harga
faktor, terdapat dua prinsip dalam
menetapkan harga faktor, menurut
Sadeq (1989), yaitu prinsip keadilan
dan kelangkaan. Prinsip keadilan
mengacu pada an-Nahl ayat 90. Kon -
trak mudharib dengan tenaga ker-
janya adalah musyatarak, yakni mud-
harib tidak memonopoli sumber daya
waktu tenaga kerjanya dan tenaga
kerja tersebut dapat mencurahkan
sebagian sumber daya waktunya
untuk pekerjaan lain. Ope ra siona li -
sasi bisnisnya diasumsikan berada
dalam tatanan mudharabah. Ketika
melakukan akad untuk bekerja sama,
shahibul maal dan mudharib me -
nyepakati tingkat bagi hasil dari ke -
untungan yang diperoleh pengusaha
dengan besaran s untuk shahibul
maal dan residualnya (1 - s) untuk
mudharib.

Peneliti kemudian menyusun
model matematika yang menjelaskan
hubungan ekonomi antara shahibul
maal, mudharib, dan tenaga kerja
dalam mencapai keuntungan usaha.
Hasil olah pendekatan matematika,

memberikan keterangan. Pertama,
bagi hasil memberikan tambahan
nilai bagi tenaga kerja. Jadi, selain
upah (w) yang memenuhi nilai kebu-
tuhan dasar, secara tidak langsung
mudharib mengalokasikan bagian ke -
untungan sebesar 1/(1 – s) sebagai
tambahan upah yang mewakili aspek
subjektif, yakni keadilan dan ke ma -
nusiaan.

Kedua, terdapat satu persamaan
matematika yang kami ambil untuk
menyusun argumentasi teoretis atau
proposisi, yaitu . “P, Q, dan L1” secara
berurutan merupakan harga produk,
jumlah produksi, dan curahan waktu
tenaga kerja pada kontrak musy-
atarak. Kemudian, “l, w, dan q”, se -
cara berurutan adalah nilai kapital,
tingkat upah, harga bayangan sumber
daya waktu tenaga kerja. Gambar 1
menampilkan menampilkan interplay
antara pendapatan shahibul maal,
mudharib, dan tenaga kerja yang
digali dari persamaan tersebut.

Banyaknya curahan waktu tenaga
kerja yang optimal ditentukan dari
sudut pandang mudharib, yaitu
mengacu pada value average product
of labour (VAPL) sama dengan pen-
dapatan tenaga kerja sehingga cu -
rahan waktu tenaga kerja yang digu-
nakan sebanyak OL1. Tingkat bagi
hasil secara langsung akan meme -
ngaruhi tingkat upah berdasarkan
kontrak musyatarak. Apabila pihak
shahibul maal meningkatkan bagian-
nya, s, maka bagian pendapatan mud-
harib, (1 – s), akan turun, tapi penda-
patan tenaga kerja akan meningkat,
dengan asumsi shahibul maal tidak
meningkatkan valuasinya terhadap
nilai modal, l0

.

Besaran value marginal product
of labour (VMPL), nyatanya, sepadan
dengan value average product of
labour, VAPL. Secara eksplisit argu-
mentasi Sadeq (1989) memiliki basis
logika dari persamaan tersebut, yang
menyatakan bahwa upah tenaga
kerja dalam perspektif Islam sama
dengan atau di bawah VAPL. Dengan
menata kembali persamaan sebelum-
nya dan mengambil versi ringkasnya,
kami menemukan definisi tingkat
upah, yaitu   (VAPL - q)/l, yang
menunjukkan bahwa tingkat upah
mempertimbangkan nilai rata-rata
produktivitas dan harga bayangan
sumber daya waktu tenaga kerja serta
harga bayangan kapital yang dimiliki
shahibul maal. Terlihat bahwa kesem-
purnaan akad mudharabah mende-
terminasi tingkat upah.

Persamaan terakhir menjadi basis
logika bagi kami untuk menampilkan
proposisi yang menimbulkan per -
ubah an pada tingkat upah. Pertama,
penilaian yang terlalu besar dari
shahibul maal terhadap nilai kapital-
nya akan memperendah tingkat upah.
Kedua, kenaikan pada harga produk
akan meningkatkan upah tenaga
kerja dan akibatnya akan memer-
lukan tambahan waktu kerja di
perusahaan tersebut sehingga kon-
sekuensinya, pihak pekerja harus
mengurangi waktu kerja pekerjaan
lain. Ketiga, nilai sumber daya waktu
harus dievaluasi secara wajar oleh
tenaga kerja karena apabila terlalu
besar, akan mengurangi upah pada
perusahaan yang dipimpin mudharib.
Terakhir, penentuan tingkat upah
tidak akan lepas dari unsur subjektif.
Wallahu a’lam. ■
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